Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR I TAHUN 0|5

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan

Bupa’m tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945: '

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara | .Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
155, Tambahan Lemba_ran Negara Republik Indonesia
Nomor 4350};

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan -
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia | Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
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Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tiﬁggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuﬁ) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil eﬁaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat

menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan
Bupati. '

Bagian Kedua

Pelaksanaan
Pasal 24

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan Desa dilaksanakan melalui rékenirig kas Desa.

Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya
maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa

selain yang ditetapkan délam Peraturan Desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 26

Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan

menjadi Peraturan Desa.

Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk

untuk belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran

vang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27
Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi
oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
vang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 28

Berdasarkan rencana anggaran biaya scbagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukah Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) kepada Kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 20

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi-




Nk

RUR

Pasal 30

(1} Dalam pengajuén pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana
kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayéran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran
dan Bendahara (Kaur Keuangan) melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya

Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
Pasal 31

Bendahara Desa (Kaur Keuangan) sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menycbabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis

belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)
tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun berjalan;




c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa

pada tahun berjalan;

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekcinomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah. 1
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu} kali dalam 1 (satu} )

Tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara

penetapan APBDesa.
~ Pasal 34 o . ,‘
5 " (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten serta hibah dan |
bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah
ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan
diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan
kepada BPD. o
Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 35
v

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan).

(2) Bendahara Desa (Kaur Keuangan) wajib ielakukan pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir

bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa (Kaur Keuangan) wajib mempertanggunawabkan uvang

melalui Laporan Pertanggungjawaban.

(4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.




w‘f;

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat {2), menggunakan:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. Buku Bank.
Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 37
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan réalisasi pelaksanaan APBDesa

4

kepada Bupati berupa:

a. Laporan Semester Pertama; dan

b. Laporan Semester Akhir Tahun.

Laporan Semester Pertgma_sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa laporan realisasi APBDesa. |

Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun
berjalan. . '

Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul

b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban
Pasal 38
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.
Laporan pertanggung]awaban realisasl pelaksanaan APBDesa-sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dltetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilampiri:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Rea.lisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan;




b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan '
c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

masuk ke Desa.
"Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 40

(1) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan

pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
Pasal 41

(1) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Camat dan/atau sebutan lain.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa scbagaimana
dimaksud pada ayat (2}, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

akhir Tahun anggaran berkenaan.
Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
pada semester pertama dan semester ' akhir Tahun serta Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b,
Pasal 37 dan Pasal 38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten ‘wajib membina dan mengawasi pelaksanaan

pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 44
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

e

g Aru.

Ditetapkan di Dobo |
pada tanggal 24 ar-uaey 2015
FIOABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

_ MAGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 24 MUA#
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2015 NOMOR ||

Salinan sesuail dengan aslintya
KEPALA BAGIAN HUKUM

]

— _
NOVY EDWIN M SOLISSA,SH
NIP 19711105 200501 1 009




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA,RENCANA
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

" REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

¢ (" LAMBANG
&~ pEMDES

PEMERINTAH DESA ....ovovceereenene
KECAMATAN .oooovoiiennaininen,
KABUPATEN ..oovovoeeeneee

Menimbang

RANCANGAN PERATURAN DESA .....cccciieeennnnen
NOMOR ..M........ TAHUN..........

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A DESA

TAHUN ANGGARAN- ...l

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

KEPALA DESA oo

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah

Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ...... tentang .c.ocoeeeeeceninen ,
Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa {APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

~pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan

Peraturan Desa .....cccoceeen.e. tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa {APBDes] menjadi Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

..............

(APBDes) Desa Tahun Anggaran ........




# Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembéran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) | _

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaian Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indo_nesia Tahun
2014 Nomaor 168, Tambéhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5358);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. ~ Tahun

........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun
........ tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten
.................. Tahun ............ Nomor ..... );

Dst

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...ccciiviianeee.

MEMUTUSKAN
Menetapkan RANCANGAN PERATURAN DESA ...coeeeeee... TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN .....oviiianne. :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa - : R



.

b. Bidang Pembangunan Rpeeeeriiiinin, reeaenae
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan R eieeieeimiienneeeeraeaes
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat |24 5 JOU T
e. Bidang Tak Terduga | RDeeioseieecerciiagianaannns
Jumlah Belanja _ | RPD.siieriarraenrensininacnnnss

Surplus/Defisit | 240 JENUTUPURSPN

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan |34 FNUUTOTOTUOPIPP

b. Pengeluaran Pembiayaan RD. teieisaccareeiesinianses

Selisih Pembiayaan {a—Db) |4 s DU UTOPRUPPI
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian

vang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala

Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

" peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris

Desa.
Ditetapkan di ...ocovaieiieinnnin.
Pada tanggal ....... ereneraeans

KEPALA DESA ..ot

.........................................

5ii
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LAMPIRAN PERATURAN DESA

NOMOR

TAHUN

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

FORMAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.........

DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN.............
KODE URAIAN ANGGARAN | KETERANG
REKENI (Rp.) AN
NG
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1]1 Pendapatan Asli Desa
1|11 | Hasil Usaha
111/ 2| | Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong _
1| 1131 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah
112 Pendapatan Transfer
112/ 1] |DanaDesa
1]2[ 2| | Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota
1] 2| 3| | Alokasi Dana Desa
12| 4| |Bantuan Keuangan
1} 2! 4| 1| Bantuan Provinsi
1|2 4! 2| Bantuan Kabupaten / Kota
3 Pendapatan Lain lain
13/ 1] | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-
3 vang tidak mengikat _
11312 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA L
211 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa ,
21 1| 1| | Penghasilan Tetap dan Tunjangan
211} 1] 1| Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat ' |
- Tunjangan Kepala Desa = dan
Perangkat
- Tunjangan BPD
21 1!'2) | Operasional Perkantoran
2| 1/ 2! 2| Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS

-



- Pakaian Dinas dfan Atribut
- Pakaian Dinas .

- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

21 1] 2| 3| Belanja Modal
- - Komputer

- Meja dan Kursi
- Mesin TIK

2111 3| | Operasional BPD
51| 3| 2| Belanja Barang dan Jasa
- ATK
| - Penggandaan
- - Konsumsi Rapat ,

|

4| | Operasional RT/ RW
4| 2| Belanja Barang dan Jasa

- ATK
- Penggandaan

- Konsumsi Rapat
I 1 A P b

ol

Bl

2|2 Bidang Pelaksanaan Permnbangunan
| Desa |

Perbaikan Saluran Irigasi

1] 2| Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Koo
D DO
—

i e a 2] 1] 3| Belanja Modal
- Semen
- Material

2| | Pengaspalan jalan desa

52| 2| Belanja Barang dan Jasa : _ :
~Upah Kerja | ‘ |

- Honor

[Nl ]
o

212/ 2! 3] Belanja Modal:
- Aspal
- Pasir

ATl 3] | Kegiatan. . ..occereenee e |

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan i
Kegiatan Pembinaan Ketentramar dan
Ketertiban '

71 31 1] 2| Belanja Barang dan Jasa:

' - Honor Pelatih ‘ :
| - Konsumsi ' ] n

ho
Ll
p—




- Bahan Pelatihan

3T31 2 | KeGIata. corerereeseineseseee: _ | ' |

214 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
24/ 1] | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat
214 1 2| Belanja Barang dan Jasa:

- | -Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

21 5 , ,
215/ 1] | Kegiatan Kejadian Luar Biasa _ _ _
= 215 j g D _
| - Honor tim

1/ 2| Belanja Barang dan Jasa

|- Konsumsi
- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN j
311 Penerimaan Pembiayaan ‘
(3|1 1] [SIPA |
311l 2] | Pencairan Dana Cadangan
371 3] | Hasil Kekayaan Desa Yang d1plsahkan |
- | | JUMLAH {RP) i
312 Pengeluaran _Pembiayaan
3120 1| | Pembentukan Dana Cadangan
3| 221 | Penyertaan Modal Desa | | i
JUMLAH (RP) '
|

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

---------------------------




B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

) o

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA . KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN ...,
1. Bidang ..
2. Kegiatan © .....cooevenenee, eeeane

3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN | VOLUME HARGA JUMLAH
SATUAN (Rp.)
| ‘ - (Rp)
1 2 | 3 | 4 | 5

JUMLAH (Rp.)

Disetujui/mengesahkan - Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Cara pengisian :

1.
2.

oo A W

~

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasy‘ikasz kelompok belanja desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekenmg sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

kolom 1 diisi dengan nomor urut

kolomn 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang.

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar
orang/ barang

kolom 5 diisi dengan jumlah perkalion antara kolom 3 dengan kolom 4.




-8 -

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

TDESA s KECAMATAN........ovn T
TAHUN ANGGARAN......... TP
1. Bidang :
2. Kegiatan !
Penerimaan (Rp) Pengeluaran(Rp.)
Jumlah
No. Tanggal Uraian Dari Swadaya Mom.wm. Belanja Barang dan X Pengembalian ke mmwwo Kas
Bendahara Magyaralat Jasa Belanja Modal Bendahara (Rp|

2

| Pindahan Jumlah dari halaman gebelumnya

l Jumiah

H Total Penerimaan

1

Total Pengeluaran

L |

Total Pengeluaran + Saldo Kas

Cara pengisiart
Bidang diist berdasarkan Klasifikasi kelompok.
Kolom 1 diisi dengan nomor wrut,

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 dilsi dengan uraiarn transakst

Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transalksi,

CRCESRUNSEURCR S

=
o

i
[

Kolom 9 diisi dengon jumlah ruptah yang dikembalikan k
19, Kolom 10 diisi dengan jumlah. saldo kas dalam rupiah.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam AFBDesc.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
Kolom 5 diisi dengon jumlah rupiah yang diterima dari masyarakal.
Kolom 7 diist dengan jeris pengeluardarn belanja barang dan Jasa.
Kolomn. 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

epada bendahara.

e-\/.

Pelaksana
Kegiatan




s
D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

1. Bidang R eeeeraeenraee e
2. Kegiatan D e rierr e
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan : ' g

T

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA
ANGGARAN | S.D.YG LALU SEKARANG SAMPAI DANA
| o SAAT INI
(Rp.) __(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) |
_J
|
| | ;l
( JUMLAH _ 5
................. ,tanggal v, i
Telah dilakukan verifikasi . Pelaksana Kegiatan "

Sekretaris Desa i

Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

.....................................................................................

- Petunjuk pengisian: o :

... 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam

APBDesa.

Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana Kegiatarn.

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jurmlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

Kolom 7 disi dengan sisa anggararn.

0N OOk




—r

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA «oooeoveeeeeeneens D KECAMATAN e eeeeeeeee e everanes
" TAHUN ANGGARAN ..o
1. Bidang @ .cceeveorvreesnornienen.
2. KegIAatam t coveeeeeesesesreesessseaees
NO. PENERIMA ' URAIAN JUMLAH
- (Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas -_sebagaj terlampir, untuk

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..........................................................

Cara pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nowor urut :

Kolom 2 diisi dengan penerima pembayarcm yang ada di bukti belanja
Kolom 3 diisi dengan uraian kepertuan belanja

kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

N LA N

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

.-~ kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ry .

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan. klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan. diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
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F. Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM

DESA ivivveiiviieeee e KECAMATAN ....ocoinenne, e
TAHUN ANGGARAN ...cocvnverevennnnn
‘ JUMLAH SALDO
No. | Tgl. | KODE REKENING URAIAN - PENERIMAAN PENGELUARAN NO BUKTI PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 | 2 3 . 4 5 6 7 8 9
~JUMLAH : Rp. Rp.
................ , tanggal ..oviieiiiil
MENGETAHUI : ‘ BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

................................ as s asaaca - mNTN el amE R TR AR T AR R R RN e

Cara Pengisian : ‘
Kolom 1diist dengan nomor urut peherima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diist dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transuaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom § diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeliaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
m, Catatan : .
wa/ sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
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Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran | _

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

-Pakaian Dinas dfan
Atribut ‘

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan ‘

- Air, Listrik,dasn Telepdn

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

W[

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

o § 1= R UTU U

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa
- ATK '

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

6 1=y S SPP |

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- . Semen

- Material

-,




s
1 :

Pengaspalan j'alan “desa

[\
MBS

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal: .

- Aspal

- Pasir

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban '

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Kegiatan............... FOTTTo

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan
Jasa: |

- Honor pelatih

- Konsumsi

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

S



215 Kegiatan........c.c...eu...
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3| 1 Penerimaan Pembiayaan

31 SILPA

311 Pencairan Dana
Cadangan

31 Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan
JUMLAH {RP)

312 Pengeluaran Pembiayaan

312 Pembentukan Dana
Cadangan

312 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP}

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

...........................

.....................................




2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(Semester Alkhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....ccccevens
TAHUN ANGGARAN.............

KODE URAIAN JUMLAH | JUMLAH | LEBIH/
REKENI ANGGAR | REALISA | KURAN
NG AN S G

5 (Rg-) (Rp.) (Rp.)
llll PINDAHAN SALDO
(SEMESTER PERTAMA

[ | IPENDAPATAN _____ | 1
II—

i
1112 | Swadaya, Partisipasi
dan Gotong Royong

l Tain-lain Pendapatan

Asli Desa yang sah

-.. |

.-

.
1 2

Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota

dari pihak ke-3 yang
tidak mengikat
Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah

JUMLAY PENDAPATAN

BELANJA
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

5111 1 | Penghasilan Tetap dan

Tunjangan

()

—_—

KET.




- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran | |

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

-Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan

Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn
Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

L

Belanja Barang dan Jasa |

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

e 13 A

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

- dst

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen.

- Material

L

()
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Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor

...........

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan
Kepala Desa dan
Perangkat

Belanja Barang dan
Jasa: '

- Honor pelatih.

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang d

| Jasa: :

- Honor tim

- Konsumsi

()

L



.20 -

- Obat-obatan

JUMLAII BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3] 1 Penerimaan Pembiayaan

31 SILPA '

31 Pencairan Dana
Cadangan

3.1 Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan
JUMLAH (RP)

32 Pengeluaran
Pembiayaan _

3,2 Pembentukan Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

---------------------------

()

)
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H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

PEMERINTAH DESA ovooeeeeeeeeeen
LAMBANG KECAMATAN ......... e
PEMDES o KABUPATEN oo

NOMOR ............ TAHUN..........
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..o
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

KEPALA DESA oo e,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah

Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ...... tentansg .....coeeeeeeceann

Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawabén Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun

Anggaran;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa
o~ _ (Lembaran Negara tahun Republik Tndonesia Tahun 2014

Ak

£

Nomor 5495)

Nomor 7, Tambahan Lembara_n Negara Republik Indonesia

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558);
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ......ccceee.. Tahun
........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... NOMOT .ceucrnnnnnn Tahun
........ LENTANE .vvvrrereeeneeesannn (LETIDATATL daerah Kabupaten
.................. Tahun ............ Nomor ..... );

6. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA s
MEMUTUSKAN : -

Menetapkan RANCANGAN PERATURAN DESA e TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA e TAHUN ANGGARAN
20........ MENJADI PERATURAN DESA oo

TENTANG LAPORAN PERTANGGUN GJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA s TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
sebagai berikut: | |

1. Pendapatan Desa ‘ | RP-eceicenannnnnns
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rpeovcciiennnnes

b. Bidang Pembangunan RPeeeernrmnseensaeasrranns
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan , Rp; ...........................
d. Ridang Pemberdayaan Masyarakat  RD. v
e. Bidang Tak Terduga RDereeiierismenaenans
Jumlah Belanja |  RDiriieieiierrerizieiieeene

Surplus/Defisit T RP i

)

—
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3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan R et

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. cevroeeee ieroeeeece

Selisih Pembiayaan (a—-Db) | 540 TSP PR
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenal hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini terdiri dari:

1.Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesaTahun Anggaran ......... ;

2.Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yarig masuk

ke desa.
Pasal 3

Lampiran-lampiran Sebagéimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.-
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris

Desa.

Ditetapkan di ................
Pada tanggal .................
KEPALA DESA ...l

..............................................

L)
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LAMPIRAN I PERATURAN DESA
NOMOR = TAHUN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN ......

LAPORAN PERTAN GGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

...............

.....................

.......

KODE
REKENING

URAIAN

REALISASI

Rp.)

LEBIH/
KURANG

(Rp.)

KET.

1

2

4

5

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

—

Hasil Usaha

1
IR

1

1

Swadaya, Partisipasi dan |
Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli

Desa yang sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

J—
[Nl

N | =

Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

[y

Bantuan Provinsi

e
NN [N DO

INENEN®

Bantuan Kabupaten /
Kota

Pendapatan Lain lain

Wi

Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yang
tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa_

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan '

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

J

)

N
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- Tunjangan Kepala Desa

dan Perangkat
- Tunjangan BPD
211 Operasional Perkantoran
211 Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

-Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan 'Bahan

Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

~ Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

~dSt e,
211 Operasional RT/ RW
21 Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

L ¢ £t AU

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

ho o
[\

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen

- Material

Pengaspalan jalan desa
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Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja
- Honor ‘

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

Kegiatan..... e i

Bidéng Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

“Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

-Bahan pelatihan

()

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

-
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PEMBIAYAAN

1 Penerimaar: Pembiayaan

SILPA

WL | W
[y
—

112 Pencairan Dana
Cadangan ‘

(V)
f—
[W¥]

Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan

JUMLAIL (RP)

312 Pengeluaran Pembiayaan

31211 Pembentukan Dana
Cadangan

312 |2 Penyertaan Modal Desa |

JUMLAH (RP ]

- Pembiayaan - Netto
- (PENERIMAAN

@r | PEMBIAYAAN -

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )

- SILPA tahun berjalan
(SELISIH =  ANTARA
PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL

L

SURPLUS/DEFISIT)

TANGGAL .o

(KEPALA DESA ....oone... )

)
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LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20..

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

‘ TAHUN N TAHUN N-1
URAIAN " (Tahun Periode (Tahun
Pelaporan) Sebelumnya)

I. ASET DESA
A. ASET LANCAR

1. Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

2. Piutang
a. Pilutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. dst.....

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Materai

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR

1. Investasi Permanen
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa

2. Aset Tetap

- Tanah

- Peralatan dan Mesin

- Gedung dan bangunan-
. - Jalan, Jaringan dan Instalasi
- dst.......

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan

4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

L. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I 11]

TANGGAL ..eveeeeereeeereeveenne
TTD |
(KEPALA DESA .............. )
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Perjelasan tabel:

1.

Aset desa adalah barang milik desa yang- berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa baik yang dzsxmpan di

Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola

kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa

yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan: modal pemerintah desa dan aset

tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan dan instalast.

. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

7. Kewajiban  adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh

Pemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan
tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

\



LAMPIRAN Il PERATURAN DESA

NOMOR - TAHUN

TENTANG PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM
DAERAH YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa RN

Kecamatan e raaeras

Kabupaten .

No Je_nis Lo]_iasi RJIIClall Volume | Satuan Sumber Jumlah
s Kegiatan Kegiatan Kegiatan _ _ Dana {Rp)

tanggal, ..
Kepala Desa

O R A A WPOUPATI KEPULAUAN ARU,

\GUSTUS GAINAU




